ALUR/ PROSES PENGADAAN BARANG JASA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan
pengadaan meliputi; perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan,
persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah
terima. Perencanaan Pengadaan merupakan langkah awal dari proses
pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya.
Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam wakiu yang cukup menjadi hal
yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada
akhimya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel.

1. TAHAP PERENCANAAN

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tahap perencanaan
Barang / Jasa berdasarkan Rapat Pleno, kemudian ada petunjuk teknis
atau surat dari KPU R, setelah itu baru dilakukan identifikasi pengadaan
barang/jasa, penetapan barangfjasa, penetapan cara pengadaan,
pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, anggaran
pengadaan, kemudian hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam
Rencana Umum Pengadaan.

Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota
kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).

Perencanaan pengadaan terdiri atas :
a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.



Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi :

a.
b.
G.
Ti

a

d.

penetapan tipe Swakelola;

penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
pe Swakelola terdiri atas:

. Tipe | yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran;

. Tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain pelaksana Swakelola;

Tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

Tipe IV  vyaitu Swakelola  yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  penanggung jawab
anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola.

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia melfiputi:

a
b
c
d
e

. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
. penyusunan biaya pendukung.

2. TAHAP PEMILIHAN

Persiapan pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah dapat dilustrasikan sebagai berikut;






1) Metode Pemilihan Penyedia

> Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsunag;
d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

2) E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

3) Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk  Barang/Pekerjaan
Konstruksi/fJasa Lainnya yang bemilai paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

4) Penunjukan Langsung sebagaimana dilaksanakan untuk
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

5) Kriteria Barang/Peketjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Kkeadaan
tertentu meliputi :

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk
menindakianjuti  komitmen internasional yang dihadiri oleh
Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi
intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Woakil
Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden bheserta
keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala
pemerintahan, atau barangfjasa lain bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat
disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;



e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi,
jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA
kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk
secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan
pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utiitas umum di lingkungan
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang
dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya
dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan
Tender ulang mengalami kegagalan.

6) Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara
rinci; dan
b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja
Penyedia.

7) Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode
pemilihan Penyedia.

3. TAHAP PELAKSANAAN

» PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI

SWAKELOLA

Pelaksanaan Swakelola tipe | dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut;

a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga
ahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

¢. Dalam hal dibutunkan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Presiden inj.



Pelaksanaan Swakelola tipe Il dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. PA/IKPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana
Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama

Pelaksanaan Swakelola tipe Ill dilakukan berdasarkan Kontrak

PPK dengan pimpinan Ormas.
Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak
PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

PELAKSANAAN  PENGADAAN BARANG/JASA  MELALUI

PENYEDIA

1. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

a. Pelaksanaan Kualifikasi;

b. Pengumuman dan/atau Undangan;

¢. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan:

d. Pemberian Penjelasan;

e. Penyampaian Dokumen Penawaran:;

f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumumén Pemenang; dan

h. Sanggah.

2. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja

Penyedia;

b. peserta hanya memasukan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran
terendah.

3. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa
yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau
strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepaia Lembaga, atau
Kepala Daerah.



4. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan
mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan
disertai negosiasi teknis maupun harga.
5. Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti
pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta
negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk
Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada

awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: a. penetapan

Pagu Anggaran K/L; atau b. persetujuan RKA Perangkat Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemilihan dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih

dahulu melalui aplikasi SIRUP.

Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

b. Penandatanganan Kontrak;

c. Pemberian uang muka;

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;

e. Perubahan Kontrak;

f. Penyesuaian harga;

g. Penghentian Kontrak atau Berakhimya Kontrak

h. Pemutusan Kontrak;

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

J. Penanganan Keadaan Kahar.

Yudi Rolies Priadi



